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Analisis Asas Hukum Pidana Islam
Dan Asas Hukum Pidana Di Indonesia

Wahyu Abdul Jafar
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
wahyujabar@gmail.com

Abstrak

Kajian ini dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara
asas hukum pidana Islam dengan asas hukum pidana di Indonesia.
Perbedaan dan persamaan tersebut terjadi karena antara dua hukum
tersebut mempunyai sumber hukum yang berbeda pula. Adapun data yang
disajikan dalam penelitian ini bersumber darti literatur kepustakaan yang
berhubungan langsung dengan hukum pidana Islam dan hukum pidana
posotif Indonesia.Dari kajian ini diketahui bahwa ada beberapa asas yang
berbeda dan ada juga asas yang sama-sama terdapat baik dalam hukum
pidana Islam maupun dalam hukum pidana di Indonesia namun
persamaan yang di maksud disini tidak berarti sama persis karena
terkadang dalam penerapanya ada sedikit perbedaan. Begitu juga
perbedaan yang di maksud disini tidak berarti berbeda secara mutlak
karena adakalanya memiliki keasamaan secara subtansi.Asas hukum pidana
yang sama antara pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia antara lain:
asas legalitas, asas praduga tak bersalah dan asas hukuman tidak berlaku
surut. Sedangkan asas yang berbeda adalah asas larangan analogi, asas
teritorialitas, asas nasionalitas, asas personaliatas, asas universalitas, asas
perubahan dalam perundang-undangan, asas kesamaan di hadapan hukum
dan asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain.

Kata Kunci: AsasHukum, Pidana Islam, Pidana di Indonesia.
Abstract

This articlehas done to identifysome similarities and differences between
the principles of Islamic criminal law and ones of criminal law in
Indonesia. The Differences and similarities among both occurred because
each law has different legal sources. Actually, The data presented in this
article comes from information sources that relates directly to the Islamic
criminal law and positive-criminal law in Indonesia. From this study,we
know that there are some principles that are different meanwhile there are
also some principlesin both, the Islamic criminal law and the criminal law
in Indonesia,nevertheless it does not mean exactlysame because of their
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applicabilities. As well as the differences of both do not mean absolutely
different because of their substances. The same principles amongones of
Islamiccriminal law and criminal law in Indonesia, they are the principle of
legality, the presumption of innocence and the principle of not
retroactivepenalties. Meanwhile, the different principlesamong both are
the principle of the prohibition of analogy, the principle of territoriality,
the principle of nationality, the principleof personality, the principle of
universality, the principle of changes in legislation, the principle of equality
in the law and the principle of the prohibition of transferingfaults on
others.

Key Words: The Principle of Law, Islamic Criminal Law, Criminal Law in
Indonesia

Pendahuluan

Hukum pidana yang diterapkan di Indonesia' mengadopsi dari berbagai
sumber, antara lain berasal dari hukum belanda, hukum adat dan hukum Islam.
Oleh karena itu, sangat wajar apabila terdapat beberapa putusun hukum pidana
di Indonesia yang berbeda dengan hukum pidana dalam Islam. Sebagai contoh,
dalam masalah perzinaan, dalam Islam tidak mengenal istilah suka sama suka
atau antarodin (saling rela) dalam persoalan perzinaan. Apabila ada orang berzina
dengan alasan dan motif apapun akan dijatuhi hukuman. Hal ini berbeda dengan
konsep zina didalam hukum positif Indonesia. Seseorang bisa dikategorikan
berzina apabila ada orang yang melakukan hubungan suami istri yang tidak halal
(diluar pernikahan) tapi dilakukan atas dasar suka sama suka tidak bisa dijatuhi
hukuman.

Demikian juga dalam persoalan tindak pidana3 pembunuhun, terdapat
perbedaan antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana di Indonesia.

! Pada saat ini sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum
pidana yang berlaku seperti yang diatur dalam KUHP yang ditetapkan pada UU No. 1 tahun
1964 jo UU No. 73 tahun 1958, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana yang ditentukan
dalam UU No. 1 tahun 1960 tentang perubahan KUHP , UU No. 16 tahun 1960 tentang
beberapa perubahan dalam KUHP, UU No. 18 tentang perubahan jumlah maksimum pidana
denda dalam KUHP. Amir llyas, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yokyakarta,Mahakarya Rangkang
Offset Yogyakarta, 2012), 96.

2 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, (Jakarta: Kencana Prenada
Mediagroup, 2010), 203.

*Menurut Pompe bahwa ada dua macam definisi terkait tindak pidana yaitu, definisi
teoritis : pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar,
dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan
kesejahteraan umum. Yang kedua, definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu
peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (bandeling dan
pengabaian (nalaten); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan
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Menurut hukum pidana Islam, pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana
pembunuhan bisa berupa gishos, diyat, atau fa’zir. Sedangkan dalam hukum
pidana di Indonesia pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana hanya berupa
sanksi pidana penjara dalam waktu tertentu bagi pembuhunan yang tidak
berencana dan sanksi pidana mati bagi pelaku pembunuhan berencana.

Dari contoh-contoh diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan
analisis dalam masalah asas hukum pidana Islam dan asas hukum pidana di
Indonesia. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui apakah ada
persamaan antara asas hukum tersebut ataukah memang terdapat perbedaan
pada asas hukumnya sehinga menyebabkan produk hukum yang dihasilkan juga
berbeda.

Asas Hukum Pidana Islam

Untuk mengetahui apakah terdapat persamaan atau perbedaan antara
asas hukum pidana Islam dan asas hukum pidana di Indonesia perlu diuraikan
beberapa hal penting, sebagaimana berikut:

Dalam hukum pidana Islam ada beberapa asas yang mendasari pelaksanaan
hukum pidana Islam, antara lain:*

Asas Legalitas

Asas Legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran
dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Asas ini
berdasarkan al-Qur’an Surat al-Isra ayat 15,

Ao

R S N T N TETIED TRt A T
D9l 05 Ny Gle ey Lol Lo ey candd uap Lol sazal e
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Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesunggubnya dia berbnat
itn untuk (keselamatan) dirinya sendiri dan barangsiapa yang sesat maka sesunggubnya dia
tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa
orang lain, dan kami tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus seorang rasul.’

yang merupakan bagian dari suatu peristiwa. Abidin, Andi Zainal, Huwkum Pidana 1. (Jakarta:
Sinar Grafika, 1995), 225

4 Zainuddin Ali, Hukum Islam. (Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2007), cet. ke-1. 5.

5 Departemen Agama RI, Qur'an dan Terjemabannya.(Bandung. 2009), 283.
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Dasar selanjutnya adalah Surat al-An’am ayat 19,

~ P 4 o > _ &~ z P = s £
Siall 13s ) Galy 2 s Bgh AT B osags ST, G
LA G gl 2 R g o E L g o A ECa s 4
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Katakanlah "siapakabh yang lebih kuat persaksiannya?" katakanlah: "Allah". dia menjadi
saksi antara aku dan kamu. dan al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia
aku  memberi peringatan kepadamu dan  kepada orang-orang yang sampai al-Quran
(kepadanya). Apakah Sesunggubnya kamu mengakui babwa ada tuban-tuban lain di
samping Allah?" Katakanlah: "Akun tidak mengakui." katakanlah: "sesunggubnya Dia
adalah Tuban yang Maha Esa dan Sesunggubnya akn berlepas diri dari apa yang kamu
persekutnkan (dengan Allah).’

Dasar selanjutnya adalah Surat al-Qashash ayat 59,

g 2 .t P o . A, Z /_,’é . . g P PEE DR AN

L Uy Ll Rglde 10 N0 el g Sl 5 coall Sllge 365 o8 U5
N R A PR TR R 1 =2
(D) Dosekl Ll NI L 558l Kles

Dan tidak adalah Tubanmn membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota
itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah
(prtla) Kami membinasakan kota-kota; kecnali penduduknya dalam Keadaan melakukan
kezaliman.

Ayat-ayat yang diungkapan diatas, mengandung makna bahwa Allah
SWT. tidak akan pernah menyiksa umat manusia sebelum Allah menurunkan
aturan yang mengatur umat manusia. Dalam ayat al-Qur’an tersebut diatas sudah
sangat jelas menyebutkan bahwa tidak ada hukuman kecuali sesudah ada
pemberitahuan sebelumnya.

¢Ibid., 130.
"1bid., 392.
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Berdasarkan ketentuan ayat-ayat tersebut, para ahli hukum membuat
kaidah yang berbunyi:

1) Sebelum ada ketentuan nash, tidak ada hukuman bagi perbuatan
manusia.’ Selain itu, orang tersebut harus bisa memahami apa yang
menjadi perintah atau aturan yang berlaku.

Hal ini selaras dengan qoidah,
V5 ey S8 L SAT CaalsE s a8 B T8 08 s NSRSV
de Jo o Ule 4 gl GISA i B o Y T LIS

Orang tidak dibebani aturan secara syara’ kecuali ia mampu untuk memahami
aturan tersebut dan ia termasuk cakap (layak) hukum dan ia juga tidak dibebani
secara syara’ kecuali pada perbuatan-perbuatan yang dimampui dan diketabui yang
bisa mengantarkan perbuatan tersebut untuk dipatubi.’

2) Pada asalnya semua perkara dan semua perbuatan adalah
diperbolehkan."

Dalam hukum pidana Islam ada tiga cara dalam menerapkan asas
legalitas, yaitu:

1) Pada jarimab-jarimah yang sangat urgen serta sangat mempengaruhi
keamanan dan ketentraman masyarakat, misal jarimab-jarimab hudud,
qgishosh, dan djyat. Dalam kategori ini, asas /legalitas dilaksanakan dengan
teliti sekali, sehinga tiap-tiap jarimah hukumanya dicantumkan satu
persatu.

8 Pembebanan hukum (fz£/jf) pada seorang mukallaf baru bisa terjadi apabila memenuhi
tiga syarat, yaitu: pertama, Perbuatan yang akan dibebankan harus diketahui secara sempurna
oleh mukallaf, hingga dalam diri mukallaf tergambarkan format cara melaksanakan perbuatan
tersebut. Kedua, Perbuatan yang akan dibebankan harus diketahui bahwa yang memerintah
adalah Syari' (Allah dan Rasul-Nya), hingga perbuatan yang dilakukan dapat dikategorikan
sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan pada Allah swt. Sebab, bila seorang mukallaf tidak tahu
atau tidak meyakini bahwa perintah tersebut bersumber dari Sydri' maka perbuatan yang
dilakukan bukan sebuah bentuk ketaatan. Ketiga, Perbuatan yang dibebankan adalah perbuatan
yang mungkin untuk dilakukan atau ditinggalkan. Wawan Juandi dan Imam Nahe"i, Revitalisasi
Ushul figh Dalam Proses Istinbath Hukum Islam, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2009), 390-392.

9 Abdul Qodir Al-Audah, A#-Tasyri Al-Jina’i Al-Islami, Maktabah Syamilah Versi 7 G &
14 G, Jilid 1. 123.

10 Pipin Syarifin, Hukum Pidana Indonesia. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 31.
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2) Pada jarimah-jarimah yang tidak begitu urgen, misal pada persoalan jarimal
ta’zir!” Dalam kategori ini pada umumnya syara’ memberi kelonggaran
dalam penerapan asas /egalitas dari segi hukuman, dan untuk hukuman
Jarimab-jarimah tersebut, syara’ hanya menyediakan sejumlah hukuman
untuk dipilih oleh hakim, yaitu hukuman yang sesuai bagi peristiwa
pidana yang dihadapinya.

3) Pada jarimab-jarimah  ta’zir  yang  dicantumkan hukuman untuk
kemaslahatan umum, sydra’ memberi kelonggaran dalam penerapan asas
legalitas dari segi penentuan jenis jarimabnya, karena syari'ah hanya
membuat suatu zash (ketentuan) umum yang dapat mencakup setiap
perbuatan yang menggangu kepentingan dan ketentraman masyarakat.

Penerapan asas /lgalitas pada hukum pidana Islam dan hukum pidana di
Indonesia terdapat persamaan dan juga perbedaan. Persamaanya adalah sama-
sama tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman, kecuali atas kekuatan aturan
pidana dalam #as (undang-undang).

Sedangkan perbedaanya dari segi hukuman adalah pada dasarnya hukum
pidana Islam menentukan jenis hukuman secara jelas (dalam arti hakim tidak
mungkin untuk menciptakan hukuman dari dirinya sendiri) ketentuan ini berlaku
bagi tindak pidana budud dan gishash sedangkan pada tindak pidana 7’3r bentuk
penjatuhan hukumanya diserahkan kepada hakim, sydri'at hanya menentukan
bentuk sekumpulan hukumannya saja tidak secara rinci.

Sebaliknya pada hukum pidana di Indonesia, tiap perbuatan pidana
disediakan satu atau dua macam hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan
batas terendah sehingga hakim dapat menjatuhkan dua hukuman atau satu
hukuman yang terletak antara kedua batas tersebut.

Perbedaan selanjutnya bisa dilihat dari segi penerapannya, yakni asas
legalitas pada hukum pidana Islam telah diterapkan sejak al-Qur’an diturunkan,

1 Hukum/a'%/r dilihat dari segi penjatuhanya terbagi dalam beberapa tujuan, antara lain:
(@)Hukuman #z’zr sebagai hukuman tambahan atau pelengkap hukuman pokok. Contoh,
hukuman pengasingan selama satu tahun dalam kasus pezina gair mubSan menurut mazhab
Hanafi merupakan contoh bentuk hukuman tambahan, yang mengiringi hukuman pokok seratus
kali jilid pada jarimah hudund. (b)Hukuman 7 ’zir sebagai penganti hukuman pokok. Hal ini terjadi
karena misalkan bukti bukti yang terkumpul kurang meyakinkan atau ada keraguan (sywbhat)
menurut penilain hakim. Sebagaimana bunyi kaidah : hindari (penjatuban) bukuman had (karena)
adanya kesamaran (syubbat). Hukuman pokok pada hal-hal (kekurangan bukti dan syubha?) tersebut
tidak boleh dijatuhkan karena dengan kedua alasan tersebut, status jarimah berpindah dari budud
atau giSaSmenjadi jarimab ta’zir. (c)Hukuman fa’zir sebagai hukuman pokok bagi jarimah 7z ’zir
syara’. Misalnya /a’zr bagi orang yang memakan makan yang diharamkan. Rahmat Hakim,
Hukum Pidana Islam, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000), cet. ke-1. 143.

12 Pipin Syatifin, Hukum Pidana Indonesia. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 33.
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sedangkan asas /egalitas pada hukum pidana positif diterapkan pada abad ke-18,
yaitu sesudah revolusi prancis.”

Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain

Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia
yang berupa perbuatan tercela akan mendapatkan imbalan yang setimpal serta
tidak dapat dipindahkan kepada orang lain. Asas ini terdapat didalam beberapa
surat dan ayat dala al-Qur’an, antara lain:

Surat al-Fatir ayat 18:

7 A ¢ -, ,/ ?/:,’ . ’: - € “2 é /’. ;./f - -
B QKJJ’ 1’:9;, wo Jot N Ll ) alzis gL ol 51 0y el L—’ s

z

-5

55 W 55 ok il 1,465

"Dan orang yang berdosa tidak akan memiknl dosa orang lain. dan jika seseorang yang
berat dosanya memanggil (orang lain) wuntuk memikul dosanya itu Tiadalah akan
dipikulfean untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kanm kerabatnya.
Sesunggubnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab
Tubhannya (sekalipun) mereka tidak melibatNya dan mereka mendirikan sembahyang. dan
Barangsiapa yang mensucikan dirinya, Sesunggubnya ia mensucikan diri untuk kebaikan
dirinya sendiri. dan kepada Allahlah kembali(mn).”

Surat az-Zumar ayat 7,

ﬁléjbﬁwua ﬁijmu&,ij (&&G;A» B 1S o

;Jdﬂwrsm@v&»f w‘/i

|/’.;/,, j‘f/./}:/z
&> 559 80515 55 N5
D pialieiy e
Jika kamu kafir Maka Sesunggubnya Allah tidak memerlukan (iman)mu dan Dia tidak
meridai kekafiran bagi hamba-Nya; dan jika kamu bersyuknr, niscaya Dia meridhai

bagimu kesynkuranmu itun; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
kemudian kepada Tubanmulah kembalimu laln Dia memberitakan kepadamn apa yang

13 Pipin Syarifin, 2002. Hukum Pidana Indonesia, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), cet.
ke-1. 33.
4 Departemen Agama RI, Qur'an dan Terjemabannya, (Bandung, 2009), 436.
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telah kamu kerjakan. Sesunggubnya Dia Maha mengetabui apa yang tersimpan dalam
(dada)mn.”

Surat an-Najm ayat 38:

6

(yaitn) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.

Surat al-Muddatstsir ayat 38:

8. > 2 . = 32
s 47 - .
9 LW S TCN. S DU T Y
@\"__"/} =) . 2
=

“tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”’”

Dari ayat al-Qur’an tersebut dapat dipahami bahwa seseorang yang
melakukan tindak kejahatan tidak dapat menyerahkan hukuman yang
menimpanya diberikan kepada orang lain. Melalui asas ini bisa dipastikan bahwa
hanya orang yang melakukan dan memiliki andil dalam tindak kejahatan saja
yang akan dihukum atau diberi sanksi.

Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seorang
yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum
hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas
kesalahanya itu. Asas ini diambil dari ayat-ayat al-Qur’an yang menjadi sumber
asas legalitas dan asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain yang
telah disebutkan. Hal ini didasarkan pada Hadis Nabi Muhammad SAW., yang
menyatakan:
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"Dari Aisyah ra. berkata, Rasulullah SAW. bersabda: “hindarkaniah oleh kalian
bukuman hudud dari kanm mushimin sebisa mungkin, jika ada suatu pelnang baginya

15 Thid., 459.
16 Ihid., 527.
17 Ibid., 576.
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(untuk bebas) maka bebaskanlab ia, (karena) sunggub seorang Imam/ Khalifah salah dalam
memaafkan itn lebib baik daripada salah dalam mengbuknm.” (HR. Turmuzi)'®

Asas Tidak Berlaku Surut

Para ahli figh modern menyatakan bahwa asas tidak berlaku surut adalah
salah satu dari prinsip-prinsip dasar gyari'ah, yaitu tidak ada hukum untuk
perbuatan-perbuatan sebelum adanya suatu #as, oleh karena itu, tidak ada
kejahatan pidana, kecuali ada hukumannya lebih dahulu. Ada beberapa
perbuatan yang biasa dilakukan dimasa jahiliah, tetapi dihapuskan oleh Allah.
perbuatan yang kini dilarang oleh Islam, tetapi pernah dikerjakan dimasa jahiliah,
tidak menjadikan pelakunya dijatuhi hukuman pidana."”

Hukum pidana Islam tidak mengenal sistem berlaku surut yang dalam
perkembangannya melahirkan kaidah :

L;LJL\ GJ:L;J\ i 0/

9320

"Tidak ada konsep berlakn surnt pada pidana Islan”.

Contoh dari pemberlakuan asas ini adalah firman Allah SWT. dalam
surat an-Nisa: 22, tentang hukum mengawini wanita-wanita yang telah dikawini
oleh ayah

"Dan _janganlah fkamn kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayabmn, terkecnali
pada masa yang telah lampan. Sesunggubnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah
dan seburnk-buruk jalan (yang ditempuh).”’

18 Muhammad Ibnu Isa Ibnu Sauroh Al-Titmizi, Sunan TirmiZi Maktabah Syamilah
Versi 7 G & 14 G, Jilid 5. 479.

19 Asadulloh Al-Faruk, Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam, (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2009), cet. ke-1. 10.

20Abd al-Qodir Awdah, A#Tasyri al-Jinai al-Islami, (Beirut: Dar al-Fikr,t.t.), jld 1, 316.

2! Departemen Agama RI, Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung, 2009), 81.
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Contoh selanjutnya dalam persoalan hukum riba
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“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti
berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka
yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesunggnbnya jual beli
itn sama dengan riba, Padahal Allab telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tubannya, lalu terus berbenti (dari
mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dabulu (sebelum datang
larangan); dan wurusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba),
Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.””( QS. Al-
Bagarah: 275)

4T - £
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Berdasarkan ayat al-Qur’an diatas diketahui bahwa hukum mengawini
mantan wanita yang telah nikahi oleh ayah kandungnya adalah haram, akan
tetapi ketika kejadianya sebelum ayat ini turun maka hukumnya adalah wa fuwun
anbu (dimaafkan). Demikian juga dalam masalah riba, hukum memakan riba
adalah haram tetapi apabila terjadi sebelum ayat ini turun maka hukumnya
ma fuwun anbn (dimaafkan) juga sebagaimana dalam persoalan menikahi mantan
istri ayah kandung.

Asas Kesamaan Dihadapan Hukum

Prinsip kesamaan telah dikenal sejak 14 abad silam, jauh sebelum bangsa
Barat mengadopsinya menjadi asas equality before the la. Hukum modern baru
mengenal asas ini pada akhir abad ke-18, itupun dalam bentuk yang kurang
lengkap. Bukti dari ketidaklengkapan asas persamaan dihadapan hukum yang
dianut oleh sistem hukum modern adalah adanya keistimewaan terhadap orang-
orang tertentu, seperti:

1) Para kepala negara asing
2) Para diplomat asing
3) Anggota-anggota legislator
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4) Orang-orang kaya dan terhormat.”

Berbeda dengan sistem hukum modern, hukum pidana Islam tidak
mengenal pengistimewaan yang demikian, hal ini sebagaimana sabda Nabi
SAW.,

-
5’;

Bl Esbadl &5z SCENCRIR FA N ycoumwdﬂ\j

“Dan demi Allab, sekalipun yang melaknkan pencurian itu Fatimah binti Mubammad,
pasti kupotong tangannya””’

Dari hadist ini diketahui bahwa dalam Islam tidak mengenal hak
istimewa (pengecualian) dalam persoalan penerapan hukuman pidana. Siapapun
yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi hukuman tanpa membedabedakan
status pelakunya.Asas-asas pidana hukum Islam tersebut diatas berbeda dengan
asas-asas hukum perdata Islam, berikut ini asas-asas perdata Islam, antara lain:**

Asas Kekeluargaan

Asas kekeluargaan adalah asas hubungan perdata yang disandarkan pada
hormat-menghormati, kasih-mengasihi serta tolong-menolong dalam mencapai
kebaikan. Asas ini berdasarkan al-Qur’an surat al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

Eodl Gl N .\.J.QJt 5 vy 5 rt}tﬂut Ny i jaes 51; NIRAR J,\n t;t_,

5 T = SR P B R S Cae f,c’/’.,,,, Cic o R o o7

de e
P T T T T B L7 UL '
ul,c ‘)"jl"‘: Yj CQ}-LJ”“ ‘) [‘;” uk‘ ‘)J)L’U) ‘)..\...a.:" ol //G\J.;-‘ SE N | g_p é=)g -

P

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kanu melanggar syi'ar-syi'ar Allab, dan_jangan
melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggn) binatang-binatang had-ya,
dan  binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggn orang-orang yang
mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tubannya dan
apabila kamu telah menyelesaikan ibadah bhaji, Maka bolehlah berburn. dan janganlah
sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kanm karena mereka menghalang-halangi kanmu
dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah

22 Asadulloh Al-Faruk, Hukum Pidana Dalam Sistemr Hukum Islam, (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2009), cet. ke-1. 11.

23 Imam Bukhoti, Shobib Bukbori, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 14. 214.

24 Zainuddin Ali, Hukum Islam, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2007), cet. ke-1. 7.
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kamn dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam
berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesunggubnya Allah
Amat berat siksa-Nya.”

Asas Kebolehan atau Mubah

Asas kebolehan atau mubah adalah asas yang membolehkan melakukan
semua kegiatan hubungan perdata sepanjang kegiatan hubungan itu tidak ada
larangan, baik didalam al-Qur’an maupun didalam Hadi$ Nabi Muhammad
SAW. Asas ini didasarkan al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 286, yang berbunyi:
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Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat
pahala (dari kebajikan) yang dinsabakannya dan ia mendapat siksa (dari kejabatan) yang
dikerjakannya. (mereka berdoa): ""Ya Tuban Kawi, janganlah Engkau hukum Kami jika
Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuban Kami, janganlah Engkau bebankan kepada
Kami beban yang berat sebagaimana Engkan bebankan kepada orang-orang sebelum kami.
Ya Tuban Kami, janganiah Engkan pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami
memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rabmatilah kani. Engkanlah
penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."”

Asas Kebajikan (Kemaslahatan Hidup)

Asas kebajikan adalah asas yang mengandung pengertian bahwa setiap
hubungan keperdataan seharusnya mendatangkan kebajikan kepada kedua belah
pihak dan pihak lainya dalam masyarakat. Asas ini berasal dari al-Qur’an surat al-
Maidah ayat 90, yang berbunyi:
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% Departemen Agama RI, Qur'an dan Terjemabannya, (Bandung, 2009), 106.
26 Departemen Agama RI, Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung, 2009), 49.
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“Hai orang-orang yang beriman, Sesunggubnya (meminum) kbamar, berjudi, (berkorban
untuk) berbala, mengundi nasib dengan panab, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka
Janbilah perbuatan-perbuatan itn agar kamn mendapat keberuntungan.”’

Ayat ini menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak
negatif harus dijahui dan dihindari agar dalam kehidupan sosial kemasyarakatan
bisa mendapatkan kebahagian dan keberuntungan.

Asas Hukum Pidana Di Indonesia

Ada beberapa asas yang mendasari hukum pidana di Indonesia, antara
lain:

Asas Nullum Delictum Nulla Poena Sine Prae Vialege

Ungkapan Nullum Delictum Nulla Poena Sine Prae 1 ialege berasal dari dari
bahasa latin yang dipopulerkan oleh Von Feuerbach, sarjana hukum pidana
Jerman (1775-1833) dalam bukunya yang berjudul LebrbuchDes Peinlinchen Recht.
Istilah Nullum Delictunr Nulla Poena Sine Prae Vialege sendiri dalam bahasa latin
diartikan sebagai tidak ada delik dan tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih
dahulu. Sedangkan dalam bahasa belanda asas Nu/ium Delictum Nulla Poena Sine
Prae Vialege terkenal dengan istilah green straf zonder schuld (tiada pidana tanpa
kesalahan). Asas Nullum Delictum Nulla Poena Sine Prae 1ialege dalam KHUP.
terkenal dengan nama asas legalitas.”

Asas legalitas ini dalam KUHP, mengandung tiga pengertian, yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana kalau hal
itu tidak terlebih dahulu dinyatakan dalam satu aturan undang-undang.

2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan
analogi.

3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Dari ketentuan diatas dapat dapat ditarik kesimpulan bahwa peristiwa
pidana yang bersangkutan harus ditentukan serta dicantumkan dalam undang-
undang. Akibat asas wullum delictum itu, seseorang dapat dihukum apabila ia
melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum dan peraturan telah disebut secara
tegas sebagai suatu pelangaran ketertiban umum. Jadi, ada kemungkinan seorang
melakukan suatu perbuatan yang hakikatnya merupakan kejahatan, tetapi karena

27 Departemen Agama RI, Qur'an dan Terjemabhannya, (Bandung, 2009), 123.
28 Pipin Syarifin, Hukum Pidana Indonesia, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 27.
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tidak disebutkan oleh hukum sebagai suatu pelanggaran ketertiban umum, ia
menjadi tidak terhukum.”

Asas Perubahan Dalam Perundang-Undangan™

Dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 KUHP. disebutkan: jika ada perubabhan
dalam perundang-undangan sesudab saat melaknkan perbuatan, maka digunakan aturan
yang paling ringan bagi terdakwa.

Contoh, menurut aturan yang berlaku, orang yang melakukan pencurian
yang diatur dalam pasal 326 KUHP. diancam pidana maksimal lima tahun.
Apabila orang tersebut mencuri pada tanggal 15 September 1983 dan pada
waktu ia menjalani pemeriksaan permulaan, pada tangal 15 Oktober 1983,
aturan tersebut diubah, yaitu dari maksimum lima tahun menjadi delapan tahun,
sedangkan ia diadili pada tanggal 15 November 1983, aturan manakah yang
harus dipakai oleh hakim ? jawabanya adalah aturan yang paling ringan bagi
terdakwa yakni aturan lama (lima tahun).

Perubahan dalam Perundang-Undangan tercantum pula dalam Undang-
Undang dasar sementara tahun 1950 pasal 14 ayat 3, yang berbunyi sebagai
berikut : Apabila ada perubaban dalam aturan hukum seperti tersebut dalam ayat diatas,
maka dipakailah ketentuan yang lebib baik bagi sitersangka. Ketentuan ini tidak
disebutkan dalam Undang-Undang dasar 1945 maka selama tidak ada ketentuan
undang-undang yang berlainan, asas ini masih tetap berlaku. Mengenai
perubahan dalam perundang-undangan terdapat tiga macam teori, antara lain:

1) Teori Formil (Formale I eer)
Menurut teori formil ini, dikatakan ada perubahan dalam Undang-
Undang kalau redaksi (teks) Undang-Undang diubah.

2) Teori Materiel Terbatas ( Beperkte Materiele I ecer)
Menurut teori materiel bahwa perubahan dalam Perundang-Undangan
terbatas dalam arti kata pasal 1 ayat 2 KUHP., yaitu tiap perubahan
sesual dengan suatu perubahan perasaan (keyakinan) hukum para
pembuat Undang-Undang.

3) Teori Material Yang Tidak Terbatas
Menurut teori ini, tiap perubahan adalah mencakup perasaan hukum dari
pembuat Undang-Undang maupun dalam keadaan boleh diterimanya

PMenurut Muladi asas legalitas diadakan bukan karena tanpa alasan tertentu. Asas
legalitas diadakan bertujuan untuk:a. Memperkuat adanya kepastian hukum;b. Menciptakan
keadilan dan kejujuran bagi terdakwa;c. Mengefektifkan deterent function dari sanksi pidana;d.
Mencegah penyalahgunaan kekuasaan; e. Memperkokoh penerapan “zhe rule of law”. Buku Ajar
Hukum Pidana 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, (Makassar, 2007), 39.

30 Pipin Syarifin, Huum Pidana Indonesia, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 28.
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sebagai suatu perubahan dalam Undang-Undang menurut arti kata pasal
1 ayat 2 KUHP.

Asas Praduga Tak Bersalah (Tiada Pidana Tanpa Kesalahan)

Asas ini dikenal dengan asas presumption of innocence. Setiap orang yang di
sangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan kedepan pengadilan
wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan
kesalannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Untuk menjatuhkan
pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana®, harus dilakukan
bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.

Menurut Loebby Logman unsur-unsur tindak pidana meliputi:

1) Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif, sehingga jika perbuatan
tersebut dilakukan oleh selain manusia tidak bisa dijatuhi hukuman.

2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;

3) Perbuatan itu di anggap melawan hukum;

4) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan; dan

5) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.”

Asas Larangan Penerapan Analogi

Menurut asas ini, tidak boleh menggunakan analogi di dalam
menerapkan Undang-undang pidana. Menurut Hazewinkel Suringa, penerapan
asas analogi masih bersifat relatif, dibeberapa negara demokratis penerapan asas
analogi tidak berbahaya bagi hak-hak asasi manusia, contoh negara Ingris dan
Denmark sebaliknya penerapan dinegara-negara totaliter dipandang sangat
berbahaya.

Dalam KUHP. tidak semua bentuk analogi dilarang, penerapan analogi
tidak diizinkan setidak-tidaknya dalam hal yang dengan analogi akan tercipta
delik-delik baru dan bertentangan dengan pasal 1 ayat 1 KUHP.”

SMeskipun kata tindak lebih pendek dari pada kata ”perbuatan” tapi “tindak”tidak
menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan,tapi hanya menyatakan keadaan konkrit
sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah
laku,gerak-gerik,sikap jasmani seseoranglebih dikenal dalam tindak tanduk,tindakan dan
bertindak dan belakangan di pakai ”ditindak” oleh karena itu tindak sebagai kata tidak begitu di
kenal,maka perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-
pasalnya sendiri maupun dalam penjelasannya hampir selalu di pakai kata “perbuatan”.
Mocljatno. Azas-azas Hukum Pidana, (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1984), 56.

%Erdianto Effendi, 2011. Hukum Pidana Indonesia Swuatn Pengantar, (Refika Aditama,
Bandung, 2011), 99.

3 Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, (PT Rineka Cipta, 1994), cet. ke-2. 45.
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Asas Teritorialitas Atau Wilayah

Asas wilayah ini menunjukan, bahwa siapa pun yang melakukan delik di
wilayah negara tempat berlakunya hukum pidana, tunduk pada hukum pidana
itu. Yang menjadi ukuran dalam asas feritorialitas adalah tempat dan wilayah,
sedangkan orangnya tidak dipersoalkan.

Asas wilayah atau zeritorialitas ini tercantum di dalam pasal 2 KHUP, yang
berbunyi:  peraturan hukum pidana Indonesia berlakn terbadap tiap-tiap orang yang
didalam wilayah Indonesia melakukan delik (strafbaar felt). Dari pasal ini bisa diambil
pemahaman bahwa orang yang melakukan delik tersebut tidak mesti secara fisik
betul-betul berada di Indonesia tetapi cukup deliknya terjadi di wilayah
Indonesia.

Asas ini sebenarnya berlandaskan kedaulatan negara diwilayahnya
sendiri. Hukum pidana berlaku bagi siapa pun juga yang melakukan delik di
wilayah negara tersebut. Wilayah ini mencakup atas tanah daratan, laut sampai
12 mil dan ruang udara di atasnya. **

Asas Nasionalitas Pasif Atau Asas Perlindungan

Asas ini menentukan bahwa hukum pidana suatu negara (termasuk
Indonesia) berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar negeri,
jika karena itu kepentingan tertentu terutama kepentingan negara dilanggar di
luar wilayah kekuasaan negara itu.Asas ini tercantum di dalam pasal 4 ayat 1, 2
dan 4 KUHP. Kemudian asas ini diperluas dengan Undang-Undang nomor 4
tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan, juga oleh pasal 3 undang-undang
nomor 7 tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Di sini yang dilindungi
bukanlah kepentingan individual orang Indonesia, tetapi kepentingan nasional
atau kepentingan umum yang lebih luas. Jika orang Indonesia menjadi korban
delik di wilayah negara lain, yang dilakukan oleh orang asing, maka hukum
pidana Indonesia tidak berlaku.”

Asas Personalitas Atau Asas Nasionalitas Aktif

Asas personalitas ini bertumpu pada kewarganegaraan pembuat delik.
Hukum pidana Indonesia mengikuti warganegaranya kemana pun ia berada.
Asas ini bagaikan rensel yang melekat pada pungung warganegara Indonesia
kemana pun ia pergi. Inti asas ini tercantum di dalam pasal 5 KUHP.Pasal 5
KUHP. ayat 1 berbunyi “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia
diterapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia melaknkan:

34 Ibid., 64.
% 1bid., 69.
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1) Salab satu keahatan tersebut dalam Bab I dan 11 Buku Kedua dan pasal-pasal
160, 161, 240, 279, 450, dan 451.

2)  Salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan
Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan mennrut perundang-undangan
negara dimana perbuatan dilaknkan diancam dengan pidana.”

Pasal 5 ayat 1 ke-1 menentukan sejumlah pasal yang jika dilakukan oleh
orang Indonesia diluar negeri maka berlakulah hukum pidana Indonesia.
Kejahatan-kejahatan itu tercantum di dalam Bab I dan II Buku Kedua KUHP.
(kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan terhadap martabat presiden
dan wakil presiden dan pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan 451.Tidak menjadi soal
apakah kejahatan-kejahatan tersebut diancam pidana oleh negara tempat
perbuatan itu dilakukan. Yang terpenting adalah kejahatan tersebut dipandang
petlu untuk dipidana karena termasuk kejahatan yang membahayakan
kepentingan negara Indonesia, sedangkan hal itu tidak tercantum didalam
hukum pidana diluar negeri.

Ketentuan didalam pasal 5 ayat 1 ke-2 bermaksud agar orang Indonesia
yang melakukan kejahatan di luar negeri lalu kembali ke Indonesia sebelum
diadili di luar negeri, jangan sampai lolos dari pemidanaan. Indonesia tidak akan
menyerahkan warganya untuk diadili diluar negeri. Ketentuan ini berlaku bagi
semua kejahatan menurut KUHP. Indonesia. Ketentuan ini tidak berlaku bagi
delik pelangaran. *

Asas Universalitas

Asas ini melihat hukum pidana berlaku umum, melampuai batas ruang
wilayah dan ruang orang (Indonesia). Yang dilindungi disini ialah kepentingan
dunia. Jenis kejahatan yang diancam pidana menurut asas ini sangat berbahaya
bukan saja dilihat dari kepentingan Indonesia tetapi juga kepentingan dunia.
Secara universal (menyeluruh diseantero dunia) jenis kejahatan ini dipandang
perlu dicegah dan diberantas. Demikianlah, sehingga orang jerman menamakan
asas ini weltrechtsprinzip (asas hukum dunia). Disini kekuasan kehakiman menjadi
mutlak karena yuridiksi pengadilan tidak tergantung lagi pada tempat terjadinya
delik atau nasionalitas atau domisili terdakwa.

36 Ibid., 71.
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Asas ini diatur di dalam pasal-pasal:

1. Pasal 4 sub ke-2 KUHP., khususnya kalimat pertama yang berbunyi:
melaknkan salah satu kejahatan tentang mata nang, nang kertas yang dikelnarkan
oleh negara atan bank.

2. Pasal 4 sub ke-4 KUHP., yang berbunyi: melaknkan salah satn kejabatan
yang ditentukan dalam pasal 458, 444-446 tentang perampokan dilant dan yang
ditentukan dalam pasal 447 tentang penyerahan alat pelayar kepada perampok
lant.”"

Penutup

Dari pembahasan diatas, bisa disimpulkan bahwa antara asas hukum
pidana Islam dengan asas hukum pidana di Indonesia ada yang sama namun ada
juga yang berbeda. Persamaan yang di maksud disini tidak berarti sama persis
karena terkadang dalam penerapanya ada sedikit perbedaan. Begitu juga
perbedaan yang di maksud disini tidak berarti berbeda secara mutlak karena
adakalanya memiliki keasamaan secara subtansi. Asas hukum pidana yang sama
antara pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia antara lain: asas legalitas,
asas praduga tak bersalah dan asas hukuman tidak berlaku surut. Dalam asas
legalitas terdapat sedikit perbedaan pada masalah aplikasinya.

Pada hukum pidana di Indonesia, tiap perbuatan pidana disediakan satu
atau dua macam hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan batas terendah
sechingga hakim dapat menjatuhkan dua hukuman atau satu hukuman yang
terletak antara kedua batas tersebut. Hal ini berbeda dalam hukum pidana Islam,
tidak semua sanksi memiliki batas tertinggi dan terendah. Misalkan dalam
persoalan budud dan gisas.

Sedangkan asas hukum pidana yang berbeda namun terkadang
perbedaan yang terjadi tidak secara mutlak adalah asas larangan analogi, asas
teritorialitas, asas nasionalitas, asas personaliatas, asas universalitas, asas
perubahan dalam perundang-undangan, asas kesamaan di hadapan hukum dan
asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain. m

37 1bid., 73.
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